DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

An-Najar, Dr.Abdullah Mabruk. (2017, mei 24). pengantar ilmu hukum. Pengantar limu
Hukum, 1.

Bambang Sutiyoso. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan.
Jurnal Hukum Vol.2, 225.

C. Maya Indah S. (2014). Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan
Kriminologi,. Jakarta:Kencana, 121.

Djamali, R.Abdoel. (2007). Pengantar Hukum Indonesia. Rajagrafindo Persada, 171.
Firdaus. (2010). Pancasila. Pekanbaru: Suska Press.

Firdaus. (2010). Pancasila. Pekanbaru: Suska Press.

Firman, K. A. (2022). Perlindungan Korban Tindak Pidana .

osita, A. (1987). Kuhap dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 59.

Mirza Pahlevy, S Sy. (2022). Alat Bukti dalam Perkara Pidana menurut Kitab Undang-
undang Acara Pidana (KUHAP). Mahkamah Agung RI, 34.

Moeljatno. (1993). Azas-azas Hukum Pidana. i Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana (s. 69).
Jakarta: Rineka Cipta.

Inge Dwisvimiar . (2011). keadilan dalam perspektif filasafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika
Hukum Vol.11 , 526.

Ismu Gunadi and Joenadi Efendi. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. il.
G. Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (ss. 23-45). Jakarta:
Prenadamedia Group.

Ismu, G. (2015). Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana. Jakarta : Kencana, 13.

R.Susilo. (1984). Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus.
bogor: Politica Bogor.

SR.Sianturi. (1996).
Sudikno Mertokusumo. (2005).
Sudikno Mertokusumo. (2007).

Sulolipu, A. I. (2019). Univesitas Muslim Indonesia Makassar. Analisis Tindak Pidana
Pengancaman Melalui Pesan Singkat, 4.

39



40

B. JURNAL:
Wheare, K. (u.d.).
Wheare, K.C. (1996). Konstitusi-Konstitusi Modern. Bandung: Nusa Media.
Wheare, K.C. (1996). Konstitusi-Konstitusi Modren. Bandung: Nusa Media.
Wibowo Turnady. (2015). Penafsiran Hukum. Jurnal Hukum.

Andi, T. R. (2018). TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA PELAKU
PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JUNCTO PASAL 368 AYAT (1)
KITAB UNDAN. Repositoryfh.unla, 1.

Arik Arnando. (2020). Laporan dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan. Sumatera
Utara: Repository.Uinsu.ac.id.

Aswanto . (2021). Mahkamah Konstitusi. lembaga negara pengawal konstitusi.

Dandi Setiyawan. (2022). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO
45/PID.B/2021/PN.SDR, 1-8.

Frans, F. (2023). pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oknum kepolisian.
repository.unika.ac.id, 1.

Indonesia.GO.ID. (2019). Cara lapor tindak pidana kepada polisi.
MH.UMA. (2022). tindak pidana pemerasan .

Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) . i Muwahid, Metode
Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum
yang responsif (s. 239). Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family
Law.

Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2016). Hukum Online. Prosedur Melaporkan Polisi yang
melakukan pelanggaran, 1.

Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2016). Prosedur melaporkan polisi yang melanggar. Hukum
Online, 1.

Wheare, K. (u.d.).

Wheare, K.C. (1996). Konstitusi-Konstitusi Modern. Bandung: Nusa Media.



41

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor
12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen™ (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik
Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 7entang kode etik Profesi Kepolisian. (u.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional
peradilan umum dari anggota kepolisian republik indonesia. (u.d.).

Undang — Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



